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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menctapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1.

o

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor © Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495); '
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Paragraf 2
Belanja Desa

Pasal 18

Belanfa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening
desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. :

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa.

Pasal 19 VY

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan pembangunan desa;

c. pembinaan kemasyarakatan desa;

d. pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. belanja tak terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa
yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
jenis belanja :

a. pegawai;

b. barang dan jasa; dan

c. modal.

PPasal 20

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran
penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan
tetap dan tunjangan.

Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (2
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 21 v

Belanja Barang dan Jasa schagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (3) hurul b digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang vyang nilai manfaatnva
kurang dari 12 [dua belas) bulan.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tlentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor O
Tahun 2014  tentang Desa  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana lelah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor &
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjacdi
kewenangain kabupaten Sumba Baral (Lemibaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor |

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

asal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

Pemerintah Daerah adalah  Pemerintah  Kabupaten
Sumba Barat.

3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutoya disebult Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah vang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyaralat sctempal
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesaluan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempal dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang discbut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang vang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan.
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, seclanjutnya discbut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Desa, selanjutnva
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa vang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembarrgunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara,  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa atau schutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai  kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa. '

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa vang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa
yang membantu Kepala Desa untuk melalsanakan
pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pe ngelolaan keuangan desa.

Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidangnya.
Bendahara adalah unsur stal  sekretariat desa yang

membidangi  urusan administrasi ~ keuangan  untuk
menatausahakan keuangan desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh
pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening
kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari
APBDesa melalui rekening kas desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan desa dengan helanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah  selisih  kurang antara
pedapatan desa dengan belanja desa.

_gijsa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut

gILPA adalah selisin lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran sclama satu periode anggaran.
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26. Peraturan  Desa adalah peraturan pr.rumlﬂng-umlangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

N BAB 11
ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas:
. tertib;
. taat pada peraturan perundang-undangan;
. efektif;
. eflisien;
ekonomis;
partisipatil;
transparan;
 bertanggung jawab;
adil;
patut; dan
 bermanfaat untuk masyarakat.
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(2) Yang dimaksud dengan tertib schagaimana dimalksud pada
ayat (1) hurufl a adalah bahwa keuangan desa dikelola
secara tepal waktu dan tepat guna yang didukung dengan
buleti-bulkti administrasi yang dapat
dipert.a_nggungjawnhkau.

(3) Yang dimaksud dengan taat pada peraturan perundang
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b
adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Yang dimaksud dengan efektil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ adalah pencapaian hasil program
dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Yang dimaksud dengan efisien sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian keluaran yang
maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Yang dimaksud dengan ekonomis sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf e adalah pemerolehan masulkan
dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga
yang terendah.

(7) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurut T addalah keikutsertaan dan
keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
perencanaar.




(8) Yang dimaksuddengan lransparan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g adalah prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyvarakat untuk mengetahui  dan
mendapatkan akses inlormasi seluas luasnya lentang
keuangan desa.

(9) Yang dimaksud dengan bertanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah perwujudan
kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian  sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(10) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i adalah keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan
yang obyelktil.

(11) Yang dimaksud dengan patut sebagaimana dimaksud pada

(12)

(13)

ayat (1) huruf j adalah tindakan atau suatu sikap yang
dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan bermanfaat untuk masyaralkat
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul k adalah
bahwa keuangan desa diutamakan- untuk pemenuhan
kebutuhan masyaralkat.

Pengelolaan keuangan desa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan,

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

. pertanggungjawaban.

(1)

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan kekayaan milik desa.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I1).
mempunyai kewenangan:
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa,

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalgm APBDesa; dan

e. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
berasal dari unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari:

a. Sekretaris Desa,

b. Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan; dan

c. Bendahara.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap tahun
anggaran.

Pasal O

Sekretaris Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa,

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBDesa;

c. melakukan pengendalian  terhadap  pelaksanaan
kegiatan yang tclah ditctapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan  dan pertanggungjawabarn
pelaksanaan APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 7

Kepala Seksi dan/atau Ke pala Urusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Kepala Secksi dan/atau Kepala Urusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusin rencana  pelaksanaan kegiatan dan

anggaran VANE menjadi tanggung  jawabnya
berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan
APBDesa:
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b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
APBDesa,

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan  kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Desa;

f. menyiapkan dokumen  anggaran  atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya; dan

(3) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf f meliputi rencana anggaran belanja, Surat
Permintaan Pembayaran dan pernyataan tanggung jawab
belanja yang disertai dengan bukti transaksi.

(4) Contoh format dokumen scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran [ yang merupalkan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1]
huruf ¢ dijabat oleh stal keuangan.

(2) Dalam hal terdapal kekosongan dan/atau kekurangan
personil pada Urusan Keuangan, maka Bendahara Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh
Perangkat Desa yang mampu.

(3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
mempunyai tugas: menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa
dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 9

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) hurufl c dapat terdiri dari Bendahara Barang Desa,
Bendahara Penerimaan Desa dan/atau Bendahara
Pengeluaran Desa.

Pasal 10

(1) Bendahara Barang Desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dijabat oleh Perangkat Desa yang memiliki
kemampuarn.

(2) Bendahara Barang Desa scbagaimana dimalksud pada
ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat.
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala
aset desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset
desa secara tepat guna dan berdaya guna.




Pasal 11

(1) Penatausahaan Barang Desa dilakukan oleh Bendahara
Barang Desa.

(2) Bendahara Barang Desa wajib melakukan pencatatan asel
milik *Desa berupa barang hergerak dan barang tidak
bergerak.

Pasal 12
Pengelolaan barang milik desa diatur dalam Peraturan Bupati

tersendiri.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

APBDesa
k
| Pasal 13
(1) APBDesa disusun Sesul dengan kehutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

pendapatan desa.

(2) Penyusunan Al’BDesa schagaimana dimaksud pada aval
(1) berpedoman kepada  RKPDcesa dalam  rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untul
tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan desa yang
bailk.

(3) APBDesa, pPerubahan APBDesa dan pﬂrt.auggungjawn'lmn
pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Desa. .

(4) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] ditetapkan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Kabupaten dite taplkan.

(5) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ditetapkan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.

Bagian Kedua
gtruktur APBDesa

Pasal 14

(1) APBDesa, terdiri atas:
a. pendapatan desa;
b. belanja desa; dan
¢. pembiayaan desa.
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(2)
(3]

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pembiayaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 15

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh

desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
14, terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asli desa;

b. transfer; dan

c. pendapatan lain-lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2 huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan golong royong, dan

d. lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah
kas desa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul b
antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempal
pemandian umuni, jaringan irigasi, hasil bangunan tlesa,
dan lain-lain hasil kekayaan milik desa.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf ¢ adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa lenaga, barang yang dinilai dengan
uang.

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hurul d antara lain:

a. hasil pungutan desa;

b. hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan;

c. pendapatan jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. penerimaan atas funtutan ganti kerugian desa,

f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain

sebagai akibatl dari penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh desa;




-
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(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2]

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan,

h. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

j. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7]
huruf g diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. dana desa;

b. bagian dari hasil pajak dan rel ribusi daerah;

c. ADD,

d. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan

e. bantuan keuangan APBD kabupaten.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e
dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah bantuan yang peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa
penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan
tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan Keuangan bersifat  khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan yang peruntukan
dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah
pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan
di Desa d;]m pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Keuangan bersifat  khusus  schagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APP3Desa tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
sedikil 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh perseratus).

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] hurulc, terdiri atas jenis:

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidalk
mengikat, dan

b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 17

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidalk
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6]
huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, antara lain
pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga
dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.




L]

(2

(3)

(4)

(1)
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(1)

(2)

(3)

Belanja barang/jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

alat tulis kantor;

benda pos;

bahan/material,

pm{lleiharaan;

cetak/penggandaan;

sewa kantor desa;

sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

makanan dan minuman rapat;

pakaian dinas dan atributnya;

perjalanan dinas;

upah kerja;

honorarium narasumber/ahli;

operasional Pemerintah Desa;

operasional BPD;

insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
pemberian  barang  pada masyarakat/kelompok
masyarakat.

TOBFCFTTFR,OMAOTH

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang
untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf p
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3) huruf ¢, digunakan untuk pengeluaran dalam
rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang
nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian/pengadaan barang atau hangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 23

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa,
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum
tersedia anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/atau mendesak.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu
antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan
sarana dan prasarana.




n

(4]

(5)

(6]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

(6)

(1)

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena
wababh.

Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
Paragraf 3
Pembiayaan

Pasal 24

Pembiayaan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran vang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, mencakup:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap
belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.

SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan _

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun anggaran belum disclesaikan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke
rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa

yang dipisahkan.
Pasal 25

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari :




(2]

(3)

()

(5)

(6)

(7]

(1)

(2)

(3]

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam  satu tahun
anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimalksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa scbagaimana dimaksud pada ayal (3)

paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegialan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan vang
harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan  secara  khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul a ditempatkan pada rekening
tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan Kepala Desa.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 26

RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memuat
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnyaé;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;




c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa vang
dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak
ketiga,

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah  daerah  provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur
Peranglkat Desa dan/atau erbqg,l Kemasyarakatan
Desa.

(4) RKPDesa scbagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu
indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

(5) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan
Juli tahun berjalan.

(6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa pahng lambat
akhir bulan September tahun berjalan.

(7) RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDesa.
Pasal 27

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan
kesepakatan sejak diterimanya Ranc angan Peraturan Desa
tentang APBDesa.

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(6) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sehagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

’asal 28

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga] hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa.

Dalam*hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 29

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Kepala Desa tetap menetlapkan Rancangan Perafuran Desa
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa
tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan
Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya
Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa
dimaksud.

Pasal 30 \

‘Perubahan Peraturan desa tentang APBDesa dapat

dilakukan apabila terjadi :

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA] tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan;

d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/

atau
e. keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapal dilakukan dalam 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.




Ll

(3)

(4)

(9)

6]

(2]

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan
APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnyya harus
digunakan dalam tahun berjalan.

Dalam. keadaan darurat Pemerintah Desa dapal
melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan  dalam
Rancangan Perubahan APBDesa.

Tata Cara pengajuan Perubahan APBDesa, sama dengan
tata cara penetapan APBDesa.

Format Perubahan APBDesa, sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran [lI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 31

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

Pasal 32 L

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan scbagai
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan
desa.

Bendahara dapat menyimpan uang tunai paling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 33

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersilat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam peraturan kepala desa.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat
Rincian Anggaran Diaya yang telah disahkan oleh
Kepala Desa.




Pasal 34

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencama Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan
oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyecbabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu
kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.

(4) Format buku pembantu kas kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini.

Pasal 35 v

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP] kepada
Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan atau jasa diterima.

Pasal 36 L

o
n

(1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayal (1) terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi.

(2) Lampiran bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilampirkan pada saat pengajuan SPP
yang kedua dan seterusnya.

Pasal 37

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran schagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:

a. meneliti  kelengkapan  permintaan pembayaran
diajukan oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBDesa vang lercantum dalam  permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud:
dan




d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana  kegiatan  apabila tidak  memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP vang telah di verifikasi Sekretaris Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
menyefujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya bendahara
desa melakukan pembayaran dan pecatatan transaksi ke
dalam format penatausahaan keuangan gdesa.

(3) Format Surat Perintah Membayar (SPM] sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 38

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 39

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan
peraturan bupati tersendiri dengan berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapal

dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar jenis belanja;

b. keadaan yang menycbabkan SiLPA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. |

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan
tata cara penetapan APBDesa.
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(5)
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(1)

Pasal 41

Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga
yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah
ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala
Desa tentang perubahan APBDesa.

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Paragraf 1
Penatausahaan penerimaan

Pasal 42

Penatausahaan penerimaan desa dilakukan  oleh
Bendahara penerimaan Desa.

Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran alas
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya  serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] menggunakan:

a. Surat Tanda Setoran (STS);

b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan

c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Setiap penerimaan desa wajib disetorkan ke Rekening kas
Desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban buku
kas pembantu penerimaan desa.

Laporan perlanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] disampaikan sctiap bulan kepada Kepala
Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Format Surat Tanda Sctoran (STS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 43

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara
Desa.




(2]

(3)

(4)

Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran,
penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendaltara Desa dalam melaksanakan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] menggunakan:

a. Buku Kas Umum Desa;

c. Buku Kas Pembantu Pajalk;

d. Buku Bank Desa;

Laporan pertanggungjawaban penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sectiap
bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

(5) Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

5)

bukti yang lengkap dan sah.

Format Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari .Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 44

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati berupa:

a. laporan scmester perlama;g dan

b. laporan semester kedua akhir tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa.

Laporan realisasi  pelaksanaan APBDesa secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan semester kedua akhir tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl b disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Format laporan semesicr pertama dan laporan semester
kedua akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
hurul a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran III, dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban




Pasal 45

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir
tahun anggaran.

(2) Laporah = pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimalsud pada ayal (1), terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa lentang laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 406

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayatl (1) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Pasal 47

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 45 dan Pasal 40 diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya.

Pasal 48

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan  kepada Bupati
melalui camat.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan
APBDesa sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan.

(3) Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa schagaimana tercantum dalam Lampiran [X, vang
merupakan bagian tidak terpisahikan dari Peraturan Hupati ini.




BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49 /

Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa mcliputi:

a. memberikan pedoman dan  bimbingan pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa;

b. memberikan bimbingan f(eknis dalam penyelenggaraan
keuangan desa yang mencakup perencanaan. penyusunarn,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa; dan

d. memberikan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi
keuangan desa. '

Pasal 51 et

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50, dilakukan dengan membentuk Tim
Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan asistensi
Rancangan Anggaran dan Biaya pada saat sebelum
penetapan  APBDesa  dan juga  pada  saal  scbelum
penetapan Perubahan APBDesa.

Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur
SKPD yang membidangi tentang Pemerintahan Desa
Tingkat Kabupaten, SKPD terkait, dan Unsur Pemerintah
Kecamatan.

@Tugas Tim Asistensi  Pengelolaan  Keuangan  Desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. membina dan mengawasi administrasi keuangan desa;

b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa:

c. membina dan mengawasi pendayagunaan aset desa;

d. membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, ADD,
Bagian dari llasil Pajak dan Retribusi Dacrah dan
bantuan dari pemerintah atasan; dan

e. membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan
desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan
APBDesa, pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban APBDesa.

Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa schagaimana
dimaksud pada ayal (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.




Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupalti ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Baral.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal , 27 & w i/

{ Plt. BUPATI SUMEA BARAT,

b REkO/DETA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal,z! 7.0 T

é SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN S}MBA BARAT,

E—

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR .§...



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR .5  TAHUN 2015

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

a. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

-
"

RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Bidang
2. Kegiatan
3. Waktu Pelaksanaan
Rincian Pendanaan
HARGA
NO. URAIAN VOLUME | SATUA .
ATUAN [ omian (k)| JUMLAH (RD)
1 2 3 4q 5 G
JUMLAH (Rp.) T
................. ytanggal ...oooeiiiiininnaa
Disetujui/Mengesahkan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

Cara pengisiarn :
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.

=HE = IR

kolom 1 diisi dengan nomor urut
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatarn.
kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang.

kolom 4 diisi dengan satuar yang merupakan satuan untuk membayar arang/ barang
kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/ barang

kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian anfara kolom 3 dengan kolom 5.

2
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¢. Format Pernyataan Tanggung jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
DESA wovveverersenenseessnees KECAMATAN L
TAHUN ANGGARAN ...........cl

2. Kegiatan ...
[NoO. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp) |
1 2 3 4
JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagai terlampir, untuk kelengkapan
administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............................ danggal ..o

Cara pengistarn:

1 Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

2 {egiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urufan kegiatan dalam APBDesa
3 Kolom 1 diisi dengan nomor urut

q. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

o Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belaryja

6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

7 baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

Plt. BUPATI SUMBA BARAT,

& k. REK4MA




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR . D TAHUN 2015
TENTANG . TATA CARA PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

Lambang PEMERINTAH DESA ....ccocvvenvrenenes
Pemerintahan KECAMATAN ..oooiviiierieniaeinns
Desa KABUPATEN ...ccicocvveninninn
RANCANGAN PERATURAN DESA ......cooovoiiinnn. >
NOMOR ............ TAHUN..........
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ........ocoiiiininnnes

Menimbang . a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten ........
Nomor ... Tahun ... tenlang ......ccooeveeenees , Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada hurul a, telah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ........... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Tahun Anggaran ........

)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 lentang Desa (Lembaran Negara
Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Dacrah Kabupaten .......... Nomor R, | | tentang
teveereseeees [Lembaran dacrah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor .....
);

6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..ot

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . RANCANGAN PERATURAN DESA .....cee TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

k




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa ¢ 17 A R SR
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 7 o PR E—
b. Bidang Pembangunan o Bl ianesnssmnmmennsinbitinsinss
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bpis i i et
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat R useisninnasanasarsssnnasans
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan RP. cooicvmnniarisinnsiannnanas

b. Pengeluaran Pembiayaan B e

Selisih Pembiayaan (a-1b) B sansesmssnninsinisinnsinss
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Iielanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

! Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal &

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .......ccccocoinnnes
pada tanggal ...

KEPALA DESA ....ccocoieinnnens




Lampiran | Peraturan Desa

Nomor Tahun ............
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
’ PEMERINTAH DESA...........
TAHUN ANGGARAN.............
RET{%]I::I]]ENG URAIAN ﬂNG:[glf:jRﬁN KETERANGAN
1 2 3 q
| T3 [ G PENDAPATAN
1|1 | | |Pendapatan AstiDesa ~ )
1|1 [1 | |Hasil Usaha e e
1|1 |2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 |1 |3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
12 | | | PEI&EEE&M' fer - W
1 |2 1 Dana Desa
i 2 12 Bagian dari hasil pamk Gretribusi daerah
kabupalcn JIr knta
1 [2 |3 | |Alokasi DanaDesa
1 12 |4 . Balltuén Keuangan . i
" 1 _ ..-_] 4 1_ ﬂantuan Frnwnsi -
1|2 |4 |2 | Bantuan Kahupaten / Kuta
1 :;_ R !’Endap&tan-mtn Iain
: ERE Hibah dan Sumbangan dari }nhak ke-3 yang
tidak mengikat
1 |3 |2 | “|Lain-lain Fé_niaimmn Desa :,rang sah =5 )
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
-2- i 1 = N ﬁiﬁi—lﬁ_ﬁéhy&'ﬁﬁﬁga}ﬁan Pemerintahan
- Desa
?_ 1 ks ; PenghamlanEH&p dan Tu njangan
2 I' L 1 Belanja F Pegawai: 5
Penghasilan 'Ietup Ktpa}a Des‘: dan
Peranglat
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
] ! G Tunjangan BPD '
S Operasional | Perk:mtumn _____ B
2 112 |2 Belanja E Bamng dan Jasa . .
. 1T | Alat Tulis Kantor i
i Benda POS e
’ o B i ; I;ﬂ]{m;n Dinas d dfan ﬁ.tnbul B ) )
| || PakaianDinas :
|- Alat dan Eahan_l(cbcrslhan_ _____ )
a - Pcrjnlana.n Dinas 4 -
- iﬁr'm_eyharﬂan .
- Air, Listrik,dasn Tclt:pnn - )
- I- l-h:'r_nn_rF F
dshciiiieiiiereienes
2 1 |2 |3 |Belanja Modal )
o ey g - -I{muputr_-rm
- Meja dan Kﬁrai =i
T Mesinik -




] | est... eeeasrare
2 11 |3 Dpcraamna_l iB_PD - B
2 (1 |13 |2 Belanja Harang dan .:I;q_a i
a |- ATK _ '
B |- Penggan-di-ﬁn o
g # - Konsumsi Rap;é.t' _ __ . .
5 N |- dst e '
2 11 |4 E;;:msiﬂn;ﬂ.mf RW,
2 [1 |4 |2 |Belanja Barang dan Jasa
) |- ATK P o i e i
= ___ - N s Penggandaan o
o i a__Kansumsi Rapat -
L), T | dst .ooeninnnennee. rssasssanerars ; -
2 12 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3 |21 | [Perbaikan Saluran irigasi
3 2 o 2: Belanja Bamng dan jasa
_-___ ___. - Upah Kerja
- Homor
L I T e
2|2 {1 |3 |Betanja Modal
' - Semen '
- Material
) [isl......,.,.....-._-
- .2 '2 B : Pen;;rﬁ‘-apﬁlan_:i.ﬁian desa
112 |2 |2 Belanja Barang dan Jasa :
h o |- Upah Kerja
. o Honor
R .
2 |2 {2 |3 [Betanja Modal:
- —I= ﬁs]_:;a_l-
siizet) ool 2 Pa;r_ -
I T e
2 2 :} _ Kegiata,n .............. ersran e
2 ) i i _____Bidaug _l’emh_i:}fun Kemnsyamkntnn
2 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
g 1 2 Hl:lanja Hamng dan .Jasa B
o = Honor Pelal.lh
|- I(nnsumm 2 -
‘|- Bahan Pelﬂtlhan_; N
_E?_t‘:::_"“""_"':_ Sl s >
2 3 2 ____ IE:EI:I!_I:g.n ................... canene
2 : Bidaugm!;;;lb;rdlmf Mnuyatnknt
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
2 141 |Perangkat
2 la 1 2 Belanja Bamng dan dasa
o ~ | |- Honor p pclaul_l__
) E{J:S_umﬂ-l
.i:i-a.'lmn p-:ls_l!_!t_lfn e B
B E = dst . o
2 (4 12 . !{égia;*.an.u..,._....,.......,,.....,.,..
2 |5 | | |Bidang Tak Terduga _
2 |5 |1 Keglatan Kejadhn Luar Biasa
2 [ 1 2_: Htlanja Barang dan Jaﬂa




_j N - Honor ti‘P ___ ___ : T B

s - Konsumsi = = S g j
- Obat-obatan . e i

_ e - dat___ o - B

2 |5 |2 i;?gi;ifn.ﬁﬁ.r.......:ﬁ_.._.:.__ i . i
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT

8 =" PEMBIAYAAN - . il

- e Penerimaan Pembiayaan i [

3 |1 | 1P S S -

;_3 _ 1_ 2_ Pencairan Dana Cadangan - . B

3 1 |3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisah_l_ga_n_____ B el e .
JUMLAH (RP)

s |2| | |pengetuaran pembiayaan e F

3 12 |1 Pembentukan Dana Cadangan N )

3 [2 |2 | |Penyertesn Modal Desa
JUMLAH | RP )

DISETUJUL OLEH

KEPALA DESA .....ooovviiinaaiennen




Lampiran [I Peraturan Desa

MNomor

Tentang

Tahum ...cocrenses

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

RINCIAN PENGGUNAAN DANA PER TAHAP
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN AMGGARAN. ...

¥

KODE
REKENING

URAIAN

TAHAP 1

{H0%a)
(Rp)

TAHAP 11
1(40%) (Rp)

TAHAP 111
(20%] (Rp)

JUMLAH
ANGGARAN

{Rp)

SUMBER
DANA

1

4

5

5}

-

ke | e

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasd Usaha

Swada}ra, Parhalpam dan Gotong
Royong

e ol

FICICIEEEE

Lain-lain Pendapatan Ash Dcsa
yang sah _

i P-ndapatun Trannfcr

| _Dana Desa

Bagian dari hﬂ‘ll] pajak
&retribusi dacrah kabupaten/
kota

Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan

Bantuan Pru vmat

Bat_ltuan Kahupalen / Kota
Pem:!qputan Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak mengikat

Lain-lain Pcndupatan Desa yang
sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELAH.:IA _

Bidang Penyelenggaraan
|Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan

[‘un,jan garn

; Elel:m_;a Pegawa-u

- Penghasilan Te-tjap Kepa]a

Desa ﬂan Pcrangkat _
Tun;angan Kepala Dcsa rlan

Perangkat

.H.]at Tl._llls Kantnr i
; -_ B:_:ndn POS
- Pakamn Dmas dl'an Atnbut

_ : Pakala.n Dinas

i R A!at da.n Ba.han Krbcralhan _
- Perjalanan Dinas

_ Pemeliharaan
- Air, Listrik,dast Telepon

- Hnnur




N [ O R A
|1 |2 |3 |Belanja Modal _ e
[ DO R i Kgmputer' o -
--__'E"ieja dan Kursi B
- - Mesin TIK
- ___ | | A B
lg e Dpr_rasmnal HE’D -
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LAMPIRAN l1I

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR . 5 TAHUN 2015

TENTANG  : TATA CARA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa

Lambang PEMERINTAH DESA ...
Pemerintahan " KECAMATAN ...
Desa KABUPATEN ........ocininnns

RANCANGAN PERATURAN DIESA ...
NOMOR ............ TAHUN..........
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ......oveeiiiinnnnn,

Menimbang . a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ........
Nomor ... Tahun ... tentang ............... , Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a,
telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa ... tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  .......ccooenee

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

5 Peraturan Dacrah Kabupaten ........ Homor ... Tahun ........ tentang
............. (Lembaran daerah Kabupaten .............. Tahun ............ Nomor
..... |

6. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahuil ........ tenlang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa ... Tahun ...........
Nomor ... ki

7. dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........cconeenee
Dan
KEPALA DESA........




MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DESA ... ENTANG PERUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN DELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .........cooennee
Pasal 1

Perbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian

sebagai berikut: .

1. Pendapatan Desa RP..cooiocisimmmirninns
Sebelum Perubahan Ripeiiiiisaisisimmvisiinst
Setelah Perubahan RPusssessassaransrsisnsa
Bertambah/(Berkurang) RP.cusrnmnessrsnsisssnss

2. Bglanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa RP.uveveenrnmmmrenenasssninanes
Sebelum Perubahan Rp..ccciceirinmmsisnnanas
Sete Perubahan Riaiisciiionanacsnd 7
Bertambah(Berkurang) R iisismansnivhnsssrens

b. Bidang Pembangunan R irsssensiisnnssisannsuonces
Sebelum Perubahan Rkcissisunanvnisnmsis
Setelah Perubahan B LEreaasiteieiE:
Bertambah(Berkurang) R sasmnsnais

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1 U
Sebelum Perubahan Rp.coiseeaninsnnsnsssnnes
Bertambah(Berkurang)  Rp.......s

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RP.cccrrmeremmmasssnnnnararass
Sebelum Perubahan RPuciiesivimasasassaiien
Setelah Perubahan REeesssesnseniesnaiannns
Bertambah(Berkurang)  Rp........cocooooeee

e. Bidang Tak Terduga BDecosssrecoecasansesasazannass
Sebelum Perubahan 7]+ S

Setelah Perubahan
Bertambah(Berkurang) — Rp.......oooomene

Jumlah Belanja 4 s SRR TR PP PRETTI TIT
Sebelum Perubahan RP:ocesrsrarmnenssssnnses

Setelah Perubahan

Bertambah(Berkurang) — Rp...o

Surplus/Defisit RP..ooeeermnrmensnmmensnens
Sebelum Perubahan RP-.ciamemnsunsansssseiss

Setelah Perubahan BD.csisrseusszanmasozen

Bertambah(Berkurang) Rp.:iiiviia PP Wt



3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan R i
Sebelum Perubahan Rp.ciiss TR
Setelah Perubahan S PP

Bertambah(Berkurang)  Rp.................. peY

b. Pengeluaran Pembiayaan i R0 o5 scuinuisgspanmeparnpsnans
Sebelum Perubahan B sivesiasssssnuparsnn
Bertambah(Berkurang)  Rp................... -
Selisih Pembiayaan (a - b)) RP.cccissmmmmmnsssasnassassrses
Sebelum Perubahan Bpc i
i Setelah Pe [ N

B::rtamhah{B'crkuran g  BPooiiein.
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam. lampiran Peraturan Desa ini berupa Rineian Struktur

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

_ Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di ..o
pada tanggal ...
KEPALA DESA ......ocoovnnrennns

Diundangkan di.....

pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA...

LEMBARAN DESA...... TAHUN ...... NOMOR.............
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Lampiran II Peraturan Desa

Nomor
Tentang

Tahun ............

: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

PERUBAHAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA PER TAHAP

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGOARAN

-
L]

KODE

REKENING

URAIAN

TAHAP 1
(40%)
(Rp)

TAHAP II
(40%) (Rp)| (

TAHAP 111

20%) (Rp)

ANGGARAN

JUMLAH

(Rp)

SUMBER
DANA

1

2

3

- (+

5

0

7

PENDAPATAN =
LRSI e iy Heac
~ |Hasil Usaha

Ruyc:-ng

. Pendaputan ﬁgm_!fer
Dana Desa

Bagian dari haml p&JH}{ &.
retribusi daerah kabupaten/
kota

k=i i i
Bantuan Keuangan

Ban tuan Pruwn 5|

Eantuan Kabupatcn / Kuta _

P = e
Wibd R BN

|Pendapatan Lain lain
Hibah dan Sumbangan dari

sah

Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Lain-lain Pr:ndapat;m.ﬂqll Desa

pihak ke-3 yang tidak mengikat

L.am la.m Fcndapata.n Dcsa yang

JUMLAH PENDAPATAN

- _ ] Belanja Pegswm

BELANJA

Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan
T'Lmjangﬂn

Desa dan Per angkat

]’r rangkat
- Tunjanga_n BPD

Operasional Perkantoran

2 BEIH-..‘I]._}& Barang ¢ dan Jasa i
- Alat Tulis Kantor

- Benda PC!S

“p Mat da.n Ba]mn KEbErBlhat'l-

PE_I]BJ,EI.I.‘[HJ‘!. Dinas

- Pemeli human

- Air, !mtnk ,dasn Tclcpun

- Hotmr

Bf:ﬁmg Penye!eﬂgyaman -

Penghasilan TE’THP I{r-|r1.] 1

- Tﬁnjangrm Kepala Desa tjﬂ_n

|- Pakaian Dinas dfan Atribut




PR D

- dst....,.,,..:_._._..:....,.

Belanja Modal
- Komputer

1- ‘Honor pclauh
i{nnsumm

|| |- Mejadankursi
“ | | |- Mesin TIK e
i TP )
i |3 | |operasional BPD i
'“-3;_ 2 _E_i_rl_anja Barm"lEdan -_lasa
1| | Ak e
. Fcnggandag._n N o
= Konsumsi Rapat
EE i e s
1 |4 Gp::rnamna] R’I',-‘ RW
1 4 |2 Beléﬁja Birang_d_a.n J:asé"'
1 I S
| |- Penggandaan
i _—_Kunaumm Rapat '
5 S W
é Bidang , Pelaksanaan .
1© | | _|Pembangunan Desa _
2 11,1 E{bﬂ_lk}m Saluran ]ngﬁm :
2 12 B-:larua Barang da dan jasa __'__"
B - - Upah Kerja -
- Honor . _
T st N
2 1 13 Béianja Mudal R
__._ ___ =
_____ | Material
¥ S . st
2_ - i . Pengaapalan J;_Jan__desa
2 12 2 Bc}anja Barang dan Jasa :
|| |- UpehKerja
il e Honer o
o S [} S vasnen
2 |2 |3 |Belanja_Modal S
| | |- Aspal g
_ T - Pasir - o B E
it 2 TR ossinine oot —
N T e
2 “|"|Bidang Pembinaan
o Kemasyarakatan
3 |1 Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Katertihan
' .3__ 1 é_ B:lqn_]a Barang dan Jasa S
' - Honor Pelatih -
EEE Knnsumm s i
3 R Ba.hgn [jg:lauhnm __:___ o
g I X P
o T —
4 . -_-__B.l_d;:._g“l’aﬁl_ﬁurdlmn )
DY RS L Masyarakat
a 1 Keglatan Pelatihan Kepala
" | |Desa dan Perangkat
4 |1 |2 Belanja Barang dan Jasa:
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
. § TAHUN 2015

' NOMOR
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Bend. 17
Setoran seperti ini adalah SURAT TANDA Lembar Ke .....cooomuaraisens
yang ke ......... .+ SETORAN Setoran seperti ini yang terakhir
Dalam tahum .....coooomennniaiees. N, convisisvesensprmgmansas dilakukan pada tanggal ...............

PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT "

Harap menerima Uang sebesar Rp. .

Dengan Huruf :

Plt. BUPATI SUMBA BARAT,

2

{ REKO DETA
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2015
. TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
y Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
a. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester
Pertamal)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA =
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............
KODE ; JUMLAH | JUMLAH | LEBIH/
REKENING RAIAN ANGGARAN | REALISAS] | KURANG KETR.
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 (5]
1 | PENDAPATAN
3 | Pendapatan Asli Desa 1 R S '
l_ Tl |Fiasil Usaha e 2 sl e e S
I Swadaya Pa.rtlmpasl dan Cutnng : i S
Rn}'ong
e Lain-lain Pendapatan Asli Desa S B o
yang sah
: i T Pendapatan Transfer w ) i B
1 |2 |1 | |DanaDesa B i
1 12 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota
1 '2_ 3 Alokasi Dana _D;sa . i N ___ n .
1 |2 4 [ _|BantuanKeuangan s e Y
{ |2 |4 |1 |BantuanProvinsi ) i g
1 2 £ 2 | Eantua.t_l Kabupaten ! I(u_l_a'_'_'____ _ : - ) o B
1 5_ Pendapatan Lain lain I B ) - ) )
1 |3 ; Hibah dan Sumhangan dari pihak
ke-3 yang tidak mengikat
Lain-lain Pendapatan Desa yang
1 13 j2 b
JUMLAH PENDAPATAN
BELMJ‘ e ————_ _— - = - — i —— —_— - -
2 E 1 S Bidang Pﬂuyﬂungga.mhn '
l ? [ | _|__|PemerintahanDesa | . . ———f——— "
2 1 U Penghasilan Tetap dan Tunjangan
" |2 |1 |1 |1_|Belanja Pegawai: QO IR BN R
"1 | |- Penghasilan Tetap Kepala Desa
du_nPerangkat s e e NPT D
=R i Tunjangan K=pala Desa dan
Perangkat s kB SR
. - Tunjangan BPD e e e -
=l P C TN D?erasiuna] Perkantoran |} s e Rl
2 e 2 |2 | HE'BI‘IJB. Barang dan Jasa o . :
i = Mat']ulls it o g L i g |
| | || Bendaros S {58 DN T S
e __; lfakélan Dmaﬁdfu.nimhut B SR e [y TSRt e




T F T Y, IR (S S S
- Alat dan Bahan Kebersihan s =
e |- Perjalanan Dinas I IO e R
LC Pﬂl’ﬂﬂ].‘i]’!ﬂl'ﬂ.ﬂ.ﬂ PR LR EY e PTerL N R -
- Air, Listrik,dasn Telepon i ] _
- Honor B 1 : [ - )
= - detccccniiiiiiesienss | s - i -
2 |1 |2 |3 |Belanja Modal : 8 I
- Komputer ~ |
- Meja dan Kursi N -
- Mesin TIK I B i
S ¢ S R S ] o B s B
2 ”1-“ 3 Operasional BPD I e N
2 (1 |3 |2 |Belanja Barang ds’.n_q_qiqm_ = Y
- ATK N N Ry N F
- - Penggandaan I . i ) .
& - Konsumsi Rapat o - .
T et ERR - || PO G S -
2 [1 |4 Operasional RT/ RW e I R
2 1 |4 |2 |Belanja Barang dan Jasa e I R
= ‘. ﬂm e o e i e s —— = S———— 1 — e e - e
B - Penggadaan e - . .
i |- Komsumsi Rapat I D R
T - st con sl 20y SRS
; i | 2;'_ Bidang Pelaksanaan -
Pembangunan Desa . B 5
2 |12 It Perbaikan Saluran Irigasi 9 e i
2 2 1 |2 Belanja Barang dan jasa . 5
i N T T .
i ;_Honor o IR P
- dsteeees R .
2 |2 |1 |3 |BelanjaModal e b
I - Semen & ’ ——— -
- & - Material o R e b
bt T SO ——e - :
2 |2 |2 | |Pengaspalan jalan desa | sty RESTECERR ©
2 ja 2 le Belanja Barang dan Jasa : - - —
FEd Lo R __-_Upﬂh Kerja o o E s o o
il - [-_Iunur _____ B IR I .
B ks - dst.__ I RSN B U, P o
2 |2 |2 [3 |Belanja Modal: G __ - : .
i D - Aspal s 5 Ep——
|- Pasir o . PP I N
- - dst i I B B v K = sony
2 |2 13 L e S NSNS S— -
e i ~|Bidang Pembinaan = |
2 |3 Hemasyarakatan T L -
B [ Keglatan Pembinaan
2 3 1 Ketentraman dan Ketertiban | e f e e =
2 3 |1 |2 |Belanja Barang dan Jasa: - o SR, e
o G e Baa TR Pelatih e T = A =
- B - Konsumsi sl IR s ATy A I N
= - Bahan Pelatihan N S st SR e e T
i A i s I Y == |
2 |3 |2 e [ A e A




5 |a | | [Pidang Pemberdayaan ' i = T
i Masyarakat
g te b Kegiatan Pelatihan Kepala Desa e A
i dan.Perangkat
2 |4 |1 |2 |Belanja Barang dan Jasa: = 1 o =
= |- Honor pelatih et ) a R i
! ~ Konsumsi i g 1
. - Bahan pelatihan = e N
e O ot e e i e T G
2 |4 |2 Kegiatan...oo.sveeee b R R
7 Ej_ : BIdunngkTurdugu e R AR SRR
P L Kegiatan Kejadian Luar Biasa | i SR
2 |5 |t |2 |Belanja Barang dan Jasa: ' N TNV I
o ' |- Honor tim ' Sl TEEacaE TR
o - Konsumsi T e e R
i ortaketn . . | -1 | . o B
_________ i S i -1 SO .
2 |5 |2 Kegiatan....... o " — ;G A
JUMLAH BELANJA ]
SURPLUS / DEFISIT
a3 | | | |PEMBIAYAAN )
3 1 ' Pancﬂmaunl’umb!uyﬂéri A S S el ol
2| 2| {pencaican Dana Cadangan | s
3 (1 |3 Hasil Kekayaan Desa Yang di
pisahkan
B JUMLAH (RP )
3 |12 | _Pi@i!uumn Pemb!ayuan ________
3 |2 |1 Pembentukan Dana Cadangan
3|57 [7 7 |Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ....coovnvnrmrmmmasannn




b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester
Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN........ccou

.

KODE
REKENIN

G

URAIAN

ANG

JUMLAH

GARAN

(Kp)

JUMLAH
REALISASI

(Rp)

LEBIH/
KURANG

(Rp)

KET,

1

2

41—-

PINDAHAN SALDO (SEMESTER
PERTAMA |

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Dcsa yang
sah

B

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak Gretribusi
daerah k kabupaten / kota

= ISIEHEI T im|

Alokasi Dana Desa o e,

Bantuan Kcuangu.n

: Bantuan Prov mul

: Bgntuan l*_{_ahupaten ,.F. Knta a

Pcﬂdapatan Lain 1 Iu{n

yang tidak mengikat _

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Hibah dan Sumbangan dal.l plha!-r. ke 3

JUMLAH PENDAPATAN

[ b3l LS

BELANJA

'|Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

- Pcngh asilan Tctap
Perangkat

SR

Tunjangan Kepala Dcs.a dan
Pcrangkat

- Bcnda FDS e
Paka]an Dmna dfan Mnbut =

- Pakamn Dmas =
- A.]at dan B Enha.n chemlhan
- FI:IJHJH.HH.II Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn 1ele] Telcpan

P:nghamlan’!‘ctnp dan T:dn_]angan _ _ -

chala Dena dan .




2 |1 |2 |3 |Belanja Modal I sty
) - Komputer R o EEETnea T
» " Meja dan Kursi ) ) o GRS o
B . |- Mesin TIK S o g R g
e e - dst... B R T
2 |1 |3 UpcmsmtmlBFD - G S = A R
2 |1 |3 |2 |Belanja Barang dan Jasa s = G R S EoEE o
_ - ATK ; . - S - SR
i - Penggandaan N . = S T s z
o - Konsumsi Rapat G Tiaansaend o
A R TR T dat . : 1 e T |
2 3 @l Gpemsmnal RTJ' Rw Tk EEEEa U R
2 |1 |4 |2 |Belanja Barang dan . Jasa N TEmMNEG) TR S :
: B | _._ sl s o
s Pcnggadaﬂ.n ___ o R T o
- e Konsumsi Rapat S T = e
e T ——— [
P '-2 " |Bidang Pelaksanaan Pembangunan | i G
..... ne“ i
2 |2 |1 | |Perbaikan Saluran Irigasi R S
r o g_‘l 2 |Belanja Barang dan jasa ___ e e i
B - _Upn.h Kerja B o S coscmen TRNMNSRNNSNSEC IR i
__,_ _;I:l_unor' . sl TN R s
Hred -_dst,....:.,...,......._.__ e T Fi . . B .
2 |2 |1 |3 |Belanja Modal oo R N SR T
E e - Semen s __ i __ GEEE e
B . - Material : = . [ R ) '
. dat s i Gatise o) I (RN -
2 |2 2 : ?Engaapainn ja.lan _ﬂeaa i g O N & i .
2 |2 |2 |2 [Belanja Barang dan Jasa : B - e
1o - Upah Kerja e Sl i AN S
|- Honor UG RANNEST IS ces. =0 |
i s 55 o - s eI WSS St M =
2 |2 |2 |3 [|Belanja Modal: _ _ R L e
] - Aspal e G N FHIEEISE= I G —
||| Pasir - 1 o
e i TR R T R RIS SRS T N =
o e EEES =
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
5 N ;_ 1 ‘ Kegiatan Pembinaan Ketentramarn dan
Ketertiban SR iz SN [ Al
o P 1 12 BE!EEI_B;I'EHE dan Jam____ L) pe PN [ LI—
17T | |- Honor Pelatih ool b )
A ﬁ'ﬁnsumsl SR — B I -
Ba__han li"e]atlhn.n I B y ™ =
S I P— _—‘—dﬂt;_ L =" i ) . B
2 3 |2 | Keglatan..........- b, ; S e
2 |4 Bldm Pﬁmh-etdnynnn Huynnhnt
iy g | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat B g I
5 |a |1 |2 |Belanja Barang danJasa: | L —
i iy __-__- Honorpelath |- RGN S ST PN

|- Konsumei .




Lok "'_4 Bahan pelatihan : = - I
s . || S o . .
2 (4 |2 Keglatan......ccoveereens - S T
I:EE__ |Bidang Tak Terduga i S s R S Gl R
2 |51 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 3 ‘ )
2 |5 Belanja Barang dan Jasa: | i
- Honor tim el N
¥ - Konsumsi o s
l-_{.‘bﬂt'ﬂbﬂm ”
b E : | PO Y -
2 |5 |2 Keglatan.....c.coueneaseesens N N e = N
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
R B R (S W] I (G
3 12 Penerimacn Pamblagyaan = - R
3 {1 i SILPA i ) |
3 |1 |2 Pencairan Dana Cadangan iz - 1
3 |1 |3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan
JUMLAH (RP)
3 |2 | | |Pengetuaran Pombiayaan | | S W
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan | T (S
3 |12 |2 Penyertaan Modal Desa 0 -

JUMLAH | RP )

KEPALA DESA

DISETUJUI OLEH




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR =3 TAHUN 2015

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG s PEMERINTAH DESA .......coiiiiiininens
PEMERINTAHAN = KECAMATAN ...ccooocrveemmninnrannis
DESA EABUPATEN iiocisiiwiim
RANCANGAN PERATURAN DESA ....ccoooviiiinn =
MOMOR ............ TAHUN..........
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .......oooonveenn

! DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....cooocoiiiinninnnens
Menimbang - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor ... Tahun ... [ENtANE ... Kepala Desa wajib

menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
iviiveseness Tahun Anggaran,

Mengingat ' ' . 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 72014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomMor ..o Tahun ......-. tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,

5. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ........ venas Tahun ........ ltentang

ovvvsenn. (Lembaran daerah Kabupaten ..o Tahun ............

Nomor ..... )i

6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA «oocovnrernnasnees

MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ...ccooeeeenns TENTANG LAPORAN
PERT&NGGUNGJAWHB}\N REALISASI PELAKSANAAN ANGOARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....coooicimmmummmmnnnenes TAHUN
ANGGARAN  ........ MENJADI PERATURAN DESA

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

. TAHUN ANGGARAN ........



Pasal 1

Anggarai, Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa R ccsiniswiinisumainion
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Desa Wt 34+ R P
b. Bidang Pembangunan ' B oo csisanssdunnssnmnnininns
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RPearecsansesssramararsannes
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RDuiianssssssnarnmnsasismnssss
e. Bidang Tak Terduga N R
Jumlah Belanja RiDisyio sanrapsssianzznsassasse
Surplus/Defisit RPicseocsssssnssansnnnanes

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan RP: cecrsrersnssanrusararsass

b. Pengeluaran Pembiayaan RD. cossreressesoesanasnune

Selisih Pembiayaan (a-Db) RP.ciereraranmmssssnsanssnnns
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
2. Lampiran II - Laporsn Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .......ooooeee
Pada tanggal ...

KEPALA DESA «.ooovnmmmmmmrnnnees




LAMPIRAN IX

PERAI'URAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR
TENTANG

15
. TATA CARA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

TAHUN 2015

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG

PEMERINTAHAN

DESA

. PEMERINTAH DESA ooovoooiiiciiciien
X KECAMATAN ...cooovrrenemrinansne
KABUPATEN ......oovsieisenes

e

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DESA ...ooovviinnnnes =
NOMOR ............ TAHUN..........
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ......cooeviennnns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .....coocovniiiniannn

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor ... Tahun ...... (721 111:11 1 - SOTOTPIPRTS . Kepala Desa wajib
menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
teverssessnesnsenss TAhun Anggaran,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..o Tahun ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten .......... NOMOT ...cereereeere TADUN L.occe. tentang
: rivire |Lembaran daerah Kabupaten ... Tahun .........oer
Nomor ..... )

Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....coovmvammrens

MEMUTUSKAN
RANCANGAN PERATURAN DESA ..ccmmeeees TENTANG LAPORAN
PERTHNGGUNGJAWHBHN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....ccocovemmmummmnenarees TAHUN
ANGGARAN ... MENJADI PERATURAN DESA  .ccocviirnmmmsrmnassenes

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWADBAN REALISAS] PELAKSANAAN
ANGGARA ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA  DESA
. TAHUN ANGGARAN ...



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa RpPiciaiiivinisusvainises
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

, Desa +"* RP...cisarsnscnissarararassas
b. Bidang Pembangunan RP:cucsintasmannancarasaassnss
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan B s ssasussnmnssansnnnidnins
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 111 PR P

e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)

= eEm s = m = ===

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 . Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
Pasal 3

Lampiran-lampiran scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam

Lembaran Desa dan berita Desa oleh Selretaris Desa.

Ditetapkan di .....ccoooeeee
Pada tanggal ..o

KEPALA DESA ...ccoooamirvniiarnre



Lampiran I Peraturan Desa

Nomor

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi F'r]nkqannﬂ.u APBDesa
Tahun Anggaran ...

-

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS] PELAKSANAAN AFBDesa
PEMERINTAH DESA ......coooiiiiiinnans

TAHUN ANGGARAN

KODE
REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

LEBIH/
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2, Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa
maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa,
antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling
lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai
dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal,
antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar mgliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik
desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jfalan, jaringan dan
instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggarar.

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.

8 Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka

peluang untuk pinjaman.
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